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KEPUTUSANKEPALADINASPENDIDIKANDANKEBI,DAYAAN
KABI'PATEN PESISIR SEI,ATAN

NOMOR . 42OI L{O /DPK-SEKRETARIAT.OI/ffI2OL9

TEI TAIW

PEMBENTUKAT{TIMTEI(NISPEMERIKSAIIASILPEI(ER-,AANPENGADAANBARAIIG
LINGKUPDINASPENDIDIKA!{DANKEBI,DAYAAI{KABUPATEIPESISIRSELATAN

TAIIUN ANGGARAN 2AI9.

Menimbang : a. bahwa untuk membantu pejabat penandatangallan kontrak dalam

melakukanserahterimapekerjaanpengadaanbarang,perludibentuk
Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

bahwa tim yang dibentuk di bawah ini dipandang marnpu dan memenuhi

syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia/Tim Teknis Pemeriksa

Hasil Pekerjaan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan paela huruf a dan b diatas maka perlu

dikeluarkan surat pembentukan/ penugasan;

Undang-UadangNomor].2Ta]runlg56tentangPembentukkanDaerah
otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengalt

{Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-

UndangNomor2lDrt.Tahunlg57(i,embaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 1957 Nomot 771 Jo Und'ang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undarrg-UndangNomor28TahunlgggtentangPenyelenggaraanNegara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;

Undang-UndangNomorlTTahun2oo3tentangPengelolaanKeuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286]';

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);

undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125" Tambahan

L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437]r' sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2OO8 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

20o4TentangPemerintahanDaerah(t,embaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2008Nomor5g,Tambahanl,embaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 48441:
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6' undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan KeuanganAntara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan tembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aa3Sl;
7' Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahurr 2007 tenta,g organisasi perangkat

Daerah;

8' Unda,g-undang Nomor 1 Tahun 2o04 tentang perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
9' Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 201g tentang pelaksanaan pengadaan

Barang dan Jasa pemerintah;

10' Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Seratan Nomor 9 Tahun 2oig tentangAnggaran pendapatan dan Beranja Daerah Kabupaten pesisir selatanTahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor 95 Tahun 2o1g tentang penjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir selatanTahun Anggaran 2019;

12' Keputusar Bupati pesisir selata, Nomor 9oo/2lKpts/By]-ps/2oLgtentang penetapal pengguna Anggaran, Kuasa fengguna Anggaran,Bendahara penerima, Bendahara t e.rgetuara, dan BendJara pengeluaran
Pembantu pada Masing-Masing ee.anltat Daerah Dilingkungan pemerintah
Kabupaten pesisir Selatan Tahun Lrrr.r, ;;;;-=::diubah dengar Keputusan 

""1-Tf,""#3' 
"H:ffi,*N:tt

9ool a3l Kpts/ Bpr-ps/ 20 19 tentang perubahan Atas L.ampiran KeputusanBupati pesisir Seraian Nomor soo / i 1 xpts/ Bpr-ps/ 20 ro,.rrt"rrg penetapanPengguna Anggaran, Kuasa pengguna Anggara,, Bendahara penerima,Bendahara pengeluaran da-n g;ahara pengeluaran pembantu padaMasing-Masing perangkat Daerah Diiingkungan pemerintah KabupatenPesisir Selatan Tahun Anggaran 2Al9;;

MEttTusKAN

Menetapkan:

KESATU   :Mcmbcntuk Panitia/Tim Teb.is PelneHksa Hasil Pckeゴ
aan dengan susunansebagai beHkut:

1. Kardimas, Nip. 1965O317 2OOOL21 OO1 sbbagai Ketua.2' Afri su5raraau' Nip. ig721005 200701 r 
'0slbagai 

Sekretaris.3. celialdi Marven, Nip. 1986O310 2OI4OZ 1 001 sebalai e.rggot".

: Panitia/Tim Teraris pemeriksa Hasil pekeg'aan bertugas datam hal sebagaiberikut:
- Memeriksa kuantitas pekeqiaan sesuai kuantitas kontrak dengan kuantitaspeke4'aan terlaksana dilapangan.
- Memeriksa spesilikasi teknis barang sesuai spesifikasi teknis kontrak.- Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapatdilihat, diukur dan/atau diuji.
- Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat peke{'aan jika ada.

KEDUA



KETIGA

KEHMA

KEEヽIPAT

―Mcincriksa  kelcl■ gkapan  adlllinistrasi  l‐lknis  yang  berkaitan  dengan

pcngcndalian pckcttaan Serta pcrsyaratan lain,lya sesuai dalam dokumen
kontrak.
‐MembeHkan rckomcndasi pcne五maan pekcdaall dalalll rangka serah teima
pekcttaan  antara  Pcnycdia  Pclaksan,   P,ぅ kcrlaan  dcngan   Pc」 abat

Pcnandatanganan Kontrak

:Apabila dipandang pcrlu,Panitia/Tinl Tcknis Pcmcdksa Hasll Pckcttaan dCngan

pcrsctuJuan  Pe」 abat Pcnandatanganan  I(lintrak dapat didukung tcnaga
narasumbcr/instl‐ llktur/tCnaga ahli yang こianggap mellliliki kompetcnsi di

bidangnya scsuai kalaktcnstik pekcttaan yanig akan dilakukan scrah tc五 ma.

KEEMPAT : Masa tugas PanitialTim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan dinyatakan beraktrir
setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan.

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Kegiatan bersangkutan Tahun Anggaran 2019.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak talggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
PadaTanggal 1 April 20i9

KEPALA DINAS PENDIDTKAN DAN I(EBUDAYAAN

Tenbasan dlsanrymiletn leepad.a yth :
1- Kuam PenggumAnggila KeEiate di Paina,
2. Pertinggal,

985121005


